BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 32 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 893 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang :a  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu
ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungs
dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;



Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provins Jawa
Tengah,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisass  Perangkat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);



11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah Daam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 106);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyel enggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
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10.

11.

12.

13.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Lembaga Lain Daerah, Satuan Polis Pamong Praja, Kecamatan dan
Kelurahan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional
yang terdiri dari sgjumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor.

Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gaga
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan
kebakaran.

Bencana Sosia adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang melipuiti
konflik sosia antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan
teror.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan
rehabilitasi.

Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang
terancam bencana.

Kesigpsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi  bencana melalui pengorganisasian, serta melalui
langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.

Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya
bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuas korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.

Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisas atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana.



21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB I
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
BPBD

Pasal 2

(1) BPBD mempunyai tugas:

a

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan setara;

menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;

menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

mel aksanakan penyel enggaraan penanggulangan bencang;
melaporkan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana
kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;



mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provins Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan dari pihak lain;
melaksanakan kewagjiban lain sesua dengan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasdl ini, BPBD mempunyai fungsi :

a

perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien; dan

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
KepalaBPBD

Pasal 3

Kepada BPBD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungs
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).

(1)

(2)

Pasal 4

Kepala BPBD, membawahi :

a

b.

Unsur Pengarah; dan
Unsur Pelaksana.

Unsur Pengarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal

ini, terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9
(sembilan) anggota.



(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasa

(1)

(2)

1)

ini, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 5

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan
pertimbangan kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak
diminta.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan
bencana daerah;
b. memantau; dan
C. mengevaluass dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 6

Unsur Pelaksana mempunyal tugas melaksanakan upaya
penanggul angan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

a. prabencang;

b. saat tanggap darurat; dan

C. pascabencana.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
a. koordinasi;
b. komando; dan
c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
pada wilayahnya.

Bagian Kelima
Kepala Pelaksana

Pasal 7

Kepala Pelaksana memimpin pelaksanaan tugas dan fungs sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Pasal 8

(1) KepaaPeaksana, membawahi :
a.  Sekretariat Unsur Pelaksana;

Seks Pencegahan dan K esiapsiagaan;

Seks Kedaruratan dan Logistik;

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretarlat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a Pasal ini, dipimpin seorang Kepala Sekretariat Unsur
Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
K epala Pelaksana.

(3) Seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢ dan
huruf d Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada K epala Pelaksana.

® oo
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(4) Keompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada
Kepaa Pelaksana.

Pasal 9

Sekretariat  Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan, merencanakan, membina dan
mengendalikan  program-program, administrasi, kerjasama dan
sumberdaya di bidang penanggulangan bencana, meliputi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan,
dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah
tangga;

c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. faslitass pelaksanaan tugas dan fungss unsur pengarah
penanggul angan bencana;

e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan

pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan
bencana.

—

Pasal 10

Seks Pencegahan dan K esigpsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
pencegahan, mitigas dan pemberdayaan masyarakat pada masa
prabencana serta kesigpsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas
kemungkinan terjadinya bencana, meliputi:

12



perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigass dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesigpsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi
bencana, meliputi :

perencanaan penanggulangan bencana;

pengurangan risiko bencang;

pencegahan;

pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

persyaratan analisis risiko bencana;

pel aksanaan dan penegakan rancanatata ruang;

pendidikan dan pelatihan; dan

persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situas terdapat
potensi terjadinya bencana yang meliputi : kesiapsiagaan, peringatan
dini dan mitigasi bencana;

pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana
serta pemberdayaan masyarakat; dan

pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra
bencana serta pemberdayaan masyarakat.

NG~ WDNE

Pasal 11

Seks Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis
penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan
logistik, meliputi :

13



perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
pengkoordinasian dan pelaksanaan  kebijakan di  bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik;

komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, meliputi :

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan
sumber daya;

penetapan status keadaan darurat bencana;

penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
pemenuhan kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kelompok rentan;

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

pel aksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungs dan dukungan logistik;
dan

pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

DOTAWN

Pasal 12

Seks Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan
kebijakan teknis di bidang rehabilitas dan rekonstruksi pada masa pasca
bencana, meliputi :

a

b.

perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca
bencana;

pengkoordinasian dan pelaksanaan  kebijakan di  bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;

14



c. penyelenggaraan rehabilitas pada wilayah pasca bencana melalui
kegiatan :
1.

© oo N O WDN

perbaikan lingkungan daerah bencana;

perbaikan prasarana dan sarana umum;
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
pemulihan sosia psikologis,

pelayanan kesehatan;

rekonsiliasi dan resolusi konflik;

pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
pemulihan keamanan dan ketertiban;

pemulihan fungsi pemerintahan;

10 pemulihan fungsi pelayanan publik.
d. penyelenggaraan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana melalui

kegiatan :

1. pembangunan kembali sarana dan prasarang;

2. pembangunan kembali sarana sosia masyarakat;

3. pembangkitan kembali kehidupan sosia budaya masyarakat;

4. penergpan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;

5. partisipas dan peran seta lembaga dan organisas
kemasyarakatan, dunia usaha dan mayarakat;

6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

7. peningkatan fungsi pelayanan publik;

8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
pada pasca bencana; dan

15



f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pada pasca
bencana.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
dalam menunjang tugas pokok BPBD.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsiona sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, terdiri dari sgjumlah pegabat fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasa ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

(4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasa ini dilakukan sesua dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
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BAB IlI
TATA KERJA

Pasal 15

Kepaa BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala
Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seks dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepaa
Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seks dalam melaksanakan
tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip managjemen yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Daam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah,
Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi, dan
Pegiabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisas secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta
instans lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
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2)

©)

(4)

)

Pasal 18

Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepaa
Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi bertanggung jawab
dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-
masing.

Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala
Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seks wagjib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepaa
Sekretariat Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan
mematuhi  petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain
di lingkungan BPBD yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBD, Ketua Unsur
Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana,
dan Kepala Seks dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagal bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 19

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan
Pegiabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala BPBD dan
berdasarkan hal tersebut Kepala BPBD menyusun laporan berkala kepada
Bupati.
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BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasai 21

Kepaa Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsiona di lingkungan BPBD diangkat dan
diberhentikan oleh pgabat yang berwenang sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Ha-ha yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
BPBD;

(2) Sebelum Peraturan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini ditetapkan, agar Rancangan Peraturan dimaksud
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah  u.p.
Kepaa Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banjarnegara.
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Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara

padatanggal 27-8-2011

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara
Padatanggal 27-8-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 893 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang diundangkan pada
tanggal 10 Juni 2011 hanya memuat pembentukan, kedudukan, tugas
pokok dan fungs BPBD, organisasi, tata kerja, eselon, dan
pembiayaan BPBD Kabupaten Banjarnegara. Peraturan Daerah
tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang
mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada
BPBD Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Peraturan Bupati Banjarnegara sebagaimana
disebutkan di atas, bertujuan untuk memberikan landasan operasiona
bagi pejabat struktural dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan
pengusulan serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provins Jawa Tengah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber
anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, Peraturan
Bupati tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan
koordinas antar pegabat struktural maupun antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Banjarnegara,
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sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih penyusunan
program dan penanganan sebuah kegiatan, dan pada akhirnya tujuan
pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasi

guna.

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 44
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Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-7-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
DJASRI
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Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-7-2011
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 22 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001
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